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ABSTRAK

Perkawinan beda Agama di Indonesia, bukanlah hal baru yang terjadi dalam
kehidupan sosiologi masyarakat di Negara kita. Di Indonesia, suatu perkawinan
memang bukanlah merupakan sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan
memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang rumit apabila
kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal ini menjadi masalah
karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi
terhalang., dikarenakan dalam Hukum Positif Indonesia belum menyatakan secara
jelas dan tertulis oleh Pengaturan Perkawinan di Indonesia dimana tidak adanya
larangan ataupun diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan beda agama
tersebut.

Perumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah pengaturan
perkawinan beda agama dalam Aspek Hukum Positif di Indonesia? (2) Faktor apa
saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan Perkawinan Beda Agama di
Indonesia ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan
perundang-undangan beserta peraturan lainnya dalam lingkup hukum positif di
Indonesia yang relevan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan studi kasus itu
sendiri.

Hasil dari penulisan dari pembahasan ini adalah: (1) Pengaturan mengenal
Perkawinan Beda agama di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dalam Hukum Positf Indonesia. (2) Penjelasan mengenai
faktor —faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan perkawinan beda agama
di Indonesia yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sosial di Indonesia

Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Bahwa Pengaturan Perkawinan Beda
agama dalam ketentuan hukum Positif Indonesia belum menyatakan secara tegas
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menyatakan bahwa perkawinan beda agama telah mempunyai payung hukum
yang memadai, dan dalam hal ini perkawinan beda agama menjadi sah menurut
Negara.

Namun polemik perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan, baik

para ulama dari agama islam maupun pemuka agama lainnya. Walaupun dalam

Inpres No.1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah ditegaskan dalam Pasal 40

huruf (¢c) dan Pasal 44 bahwa perkawinan antara pria muslim dan wanita non

jadi i perkawinan
muslim atau sebaliknya merupakan hal yang menjadi larangan dari perkawin

nipun tetap menjadi kontradiksi dalam

menurut ajaran agama islam. Dan hal i
idak sah secard agama,

a mengakui bahwa perkawinan
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Walaupun Porkawinan Boda agama berdasackan Undang — Undang No 21
Pahun JO00 Tontang Adwinistrasi Kepondudukan J0- Undang-Undang No 24
Pabun 2013 Tentang Porubahan Atay Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
Tontang Administrasi Kependudukan pada pasal 33 haruf () beserta
poaclasaniya telah mendapat pengesahan dan Negara, namun tidak jarang
mash sulimya pelaksanaan: perkawinan beda agama di Indonesia. Sulitnya
pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, jelas bertentangan dengan
Hal Asast Manusia yang tercantum dalam UUD 1945 Past 288 ayat (1) yang
monvatakan,
“Setiap orang berhak membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalw
perkawinan yang sah ™
Sehenarmya sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia
dukan karena pelamangan secara tegas, namun lebih pada tingkat interpretasi
d prosedur teknis di kalangan para pencatat perkawinan.
Faktor -faktor yang menjadi kendala tersebut antara fain.
¢ Faktor pengesahan socara agama
Dalam hal 1ni perkawinan beda
Tasing-masing agama. Perkawinan erlebih dahulu dilaksanakan menurut

s .\ paru disusul pernikahan
Mukum lai (biasanya suami).
agama seorang mempe e Permasalahannya disim
nklﬂll

agama dilangsungkan menurut hukum

™enurut hukum agama mempelal
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